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ABSTRACT

Bengkulu City is one of the coastal cities that located in the western part of Sumatra island. This city borders directly
with the Indian Ocean and had the potential of fisheries, especially for auxis and skipjack. As many as 5.818 tons of
auxis fish and 2.031 tons of skipjack fish have been landed every year in PPP Pulau Baai Kota Bengkulu. Despite
having abundant fish potency but fisherman can only utilize it equal to 48%. The purpose of this research were to
identify the problems that occur in auxis and skipjack fisheries landed in Bengkulu City and create a conceptual model
to provide solution related problems in auxis and skipjack fisheries that landed in Bengkulu city. The analysis has been
done using Soft System Methodology (SSM). The problems that discovered in auxis and skipjack fisheries are the facilities
of PPP Pulau Baai not good enough, DKP can’t give free aid to the right fisherman, Syahbandar can’t do monitoring
very well toward fisherman and there isn’t any exist industry of auxis and skipjack in the city. The solution of this
research was to improve the facilities of PPP Pulau Baai, the more appropriate target of DKP aid, to activate the
processing industry of auxis and skipjack as well as to increase the performance of syahbandar related to the active
period of fishing permit.
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ABSTRAK

Kota Bengkulu merupakan salah satu kota pantai yang berada di bagian barat pulau Sumatera. Kota ini berbatasan
langsung dengan Samudera Hindia dan memiliki potensi perikanan terutama untuk ikan tongkol dan cakalang, Sebanyak
5.818 ton ikan tongkol dan 2.031 ton ikan cakalang telah mendarat setiap tahun di PPP Pulau Baai Kota Bengkulu.
Meski memiliki potensi ikan yang melimpah namun nelayan hanya bisa memanfaatkannya sebesar 48%. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada perikanan tongkol dan cakalang yang mendarat
di Kota Bengkulu dan menciptakan model konseptual untuk memberikan solusi terkait permasalahan pada perikanan
tongkol dan cakalang yang mendarat di kota Bengkulu. Analisis tersebut telah dilakukan dengan menggunakan sofz
system methodologi (SSM). Permasalahan yang ditemukan pada perikanan tongkol dan cakalang adalah fasilitas PPP
Pulau Baai yang tidak cukup baik, DKP tidak dapat memberikan bantuan gratis kepada nelayan yang tepat, Syahbandar
tidak dapat melakukan memantau dengan baik terhadap nelayan dan tidak ada industri tongkol dan cakalang di kota
ini. Solusi dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki fasilitas PPP Pulau Baai, target bantuan DKP yang lebih
tepat, untuk mengaktifkan industri pengolahan auxis dan cakalang serta untuk meningkatkan kinerja syahbandar terkait
dengan masa aktif izin penangkapan ikan.

Kata kunci: cakalang, model konseptual, pengembangan, sof? system methodologi, tongkol
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PENDAHULUAN

Provinsi Bengkulu merupakan
provinsi yang terletak di bagian barat
Pulau Sumatera dan wilayah daratannya
berbatasan langsung dengan Samudera
Hindia. Menurut DKP Provinsi Bengkulu
(2015) dalam Bengkulu Ekspress (2015)
potensi perikanan yang dimiliki sebanyak
128.000 ton/tahun dengan produksi
perikanan laut sebanyak 53.755 ton/tahun.

Salah satu daerah di Provinsi
Bengkulu yang memiliki potensi perikanan
tangkap dan perlu dikembangkan adalah
Kota Bengkulu. Kota Bengkulu memiliki
luas perairan laut kurang lebih 12.6720
m2 dengan panjang pantai 17.6 km (Tatang
2012). Selain sebagai sentra perikanan, Kota
Bengkulu memiliki pelabuhan perikanan
pantai (PPP) Pulau Baai. Data dari DKP Kota
Bengkulu (2016) menunjukkan ada dua
jenis ikan yang memiliki produksi tinggi dan
tersedia sepanjang tahun yaitu ikan tongkol
dan ikan cakalang. Produksi ikan tongkol
kurang lebih sebanyak 5.818 ton/tahun
dan ikan cakalang kurang lebih sebanyak
2.031 ton/tahun. Kedua jenis ikan ini
termasuk kedalam ikan yang memiliki nilai
ekonomis yang tinggi. Ikan tongkol dan
cakalang banyak tertangkap dengan alat
tangkap pancing tonda, purse seine, pancing
ulur dan rawai. Jumlah unit penangkapan
pancing tonda sebanyak 4 unit, purse seine
sebanyak 14 unit, pancing ulur sebanyak
106 unit dan rawai sebanyak 92 unit (PPP
Pulau Baai 2016).

Beberapa permasalahan yang
dihadapi pada perikanan tongkol dan
cakalang di Kota Bengkulu adalah jumlah
unit penangkapan yang sedikit, produksi
dan pendapatan nelayan yang menurun.
Permasalahan lain yaitu fasilitas pelabuhan
yang kurang memadai seperti rusaknya cold
storage sebagai tempat menyimpan ikan
hasil tangkapan, kolam pelabuhan yang
dimiliki dangkal sehingga kapal besar tidak
dapat merapat di dermaga, tidak adanya
industri pengolahan untuk ikan tongkol dan
ikan cakalang, pemberian bantuan yang
tidak tepat sasaran serta banyaknya surat
izin nelayan yang tidak aktif.

Permasalahan di atas perlu
dicarikan solusinya agar perikanan tongkol
dan cakalang di Kota Bengkulu dapat
berkembang dengan baik. Perlu dilakukan
kajian mengenai pengembangan perikanan
tongkol dan cakalang yang didaratkan
di Kota Bengkulu. Masalah perikanan
merupakan masalah yang kompleks dan

melibatkan banyak pihak didalamnya
sehingga dibutuhkan penyelesaian masalah
secara menyeluruh (Nurani 2010). Soft
System Methodology (SSM) merupakan
salah satu pendekatan yang digunakan
untuk menyelesaikan permasalahan yang
kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk
membuat model konseptual pengembangan
perikanan tongkol dan cakalang yang
didaratkan di Kota Bengkulu.

Beberapa penelitian mengenai
perikanan tangkap yang menggunakan
pendekatan SSM adalah penelitian oleh
Rahmah et al. (2013) tentang pengelolaan
perikanan tonda dengan rumpon di PPP
Pondokdadap Sendang Biru, Malang.
Sarwanto (2015) juga melakukan
penelitian dengan pengdekatan SSM
tentang pemanfaatan sumberdaya ikan
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Gigentika (2017) juga melakukan penelitian
dengan pendekatan SSM tentang model
pemanfaatan ikan tuna di nusa tenggara
secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada
bulan September-November 2017 di Kota
Bengkulu. Data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini terdiri dari data primer dan
sekunder. Data primer diperoleh dari
survei langsung di lapangan, wawancara
secara mendalam dengan nelayan dan
para stakeholder. Penentuan responden
dilakukan secara purposive sampling.
Responden yang diwawancarai adalah
pihak DKP Kota Bengkulu, pihak pengelola
pelabuhan perikanan, Syahbandar,
pengumpul dan juga nelayan. Dilakukan
juga perhitungan bobot dan panjang ikan
hasil tangkapan. Data sekunder diperoleh
dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota
Bengkulu dan Pelabuhan Pulau Baai.
Analisis data pada penelitian ini dilakukan
dengan  pendekatan  SSM. Menurut
Checkland & Jim (1990) tahapan dalam
pendekatan SSM yaitu:

1. Tahap 1 dan 2 merupakan tahap untuk
memahami dan menyusun situasi
permasalahan secara  terstruktur.
Pengungkapan permasalahan dilakukan
melalui pemahaman kondisi eksisting
dari perikanan tongkol dan cakalang di
Kota Bengkulu dan analisis intervensi.
Analisis intervensi dilakukan melalui
waawancara secara mendalam terhadap
stakeholder.
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2. Tahap 3 merupakan tahap untuk
membuat root definition (RDs). RDs
dibuat untuk mengatasi permasalahan
dengan alat bantu CATWOE (customer,
actor, transformation proces, worldwide,
owner dan enviromental) dan 3E
(efficacy, efficiency dan effectiveness)
untuk melakukan transformasi.

3. Tahap 4 merupakan tahap untuk
membangun model konseptual
berdasarkan root definition. Model
konseptual yang dibuat merupakan
gagasan dari peneliti yang disesuaikan
dengan aturan formal yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyusunan Situasi Permasalahan

Tahap 1 dan 2 SSM, penyusunan
situasi permasalahan dilakukan dengan
memahami kondisi eksisting dari perikanan
tongkol dan cakalang di Kota Bengkulu,
observasi lapang dari aspek sumberdaya
ikan, aspek teknis dan fasilitas, aspek
ekonomi dan aspek kelembagaan. Tahap
selanjutnya dilakukan analisis intervensi
untuk menentukan siapa saja stakeholder
yang terlibat dan bagaimana peran
stakeholder tersebut dalam sistem dunia
nyata.

Kondisi Eksisting Perikanan Tongkol dan
Cakalang di Kota Bengkulu

Aspek Sumberdaya Ikan

Berdasarkan pendataan langsung di
lapangan selama satu bulan, rata-rata ikan
tongkol yang didaratkan di Pelabuhan Pulau
Baai sebanyak 2.02 ton/hari sedangkan
ikan cakalang yang didaratkan sebanyak
1.18 ton/hari. Ukuran rata-rata ikan
tongkol yang didaratkan di Pelabuhan Pulau
Baai adalah 40.08 cm sedangkan ukuran
rata-rata ikan cakalang yang didaratkan
di Pelabuhan Pulau Baai adalah 42.91 cm.
Menurut Luna (2017) kedua ikan tersebut
masuk ke dalam ukuran layak tangkap,
ukuran Lm (length maturity) ikan tongkol
berkisar antara 40 — 65 cm dan ukuran
Lm ikan cakalang berkisar antara 42.91
cm. Berat ikan tongkol yang didaratkan di
PPP Pulau Baai berkisar antara 0.3 - 3.5
kg per ekor sedangkan berat ikan cakalang
berkisar antara 0.5 — 4.5 kg per ekor.

Model Konseptual Pengembangan Perikanan ...........................
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Aspek Teknis dan Fasilitas

Aspek teknis dan fasilitias yang

dimaksud adalah teknis saat nelayan
melaut hingga ikan dipasarkan serta
fasilitas yang dimiliki pelabuhan. Data

diperoleh dari hasil pengamatan dan
wawancara. Ikan tongkol dan ikan cakalang
yang didaratkan ditangkap menggunakan
4 jenis alat tangkap pancing tonda, purse
seine, pancing ulur dan rawai. Kapal yang
digunakan adalah kapal motor dari kayu.
Alat tangkap pancing tonda, pancing ulur
dan rawai menggunakan kapal dengan
ukuran 5 — 15 GT. Alat tangkap purse seine
menggunakan kapal dengan ukuran 34 -
98 GT. Kapal pancing tonda, pancing ulur
dan rawai memiliki jumlah nelayan 3 - 5
orang sedangkan kapal purse seine 25-50
orang. Nelayan harus melengkapi dokumen
perizinan untuk melaut agar memperoleh
izin berlayar dari syahbandar sebelum
berangkat ke laut.

Nelayan di Kota Bengkulu berangkat
dari pelabuhan (fishing base) pada pagi dan
sore hari menuju fishing ground. Sebagian
besar nelayan, kecuali nelayan kapal purse
seine melakukan perjalan ke fishing ground
dengan tidak menggunakan GPS, tapi masih
mengandalkan insting. Kapal purse seine
tidak dapat mendaratkan ikan langsung
ke pelabuhan. Kapal tidak dapat merapat
ke dermaga karena kolam pelabuhan di
darat dekat dermaga dangkal. Tkan hasil
tangkapan kapal purse seine didaratkan
dengan menggunakan kapal kecil menuju
dermaga.

Ikan tongkol dan cakalang yang
didaratkan di pelabuhan ditampung oleh
pengumpul lalu dipasarkan ke berbagai
daerah dalam bentuk segar, baik dipasarkan
lokal maupun keluar provinsi bahkan
keluar pulau. Hal itu dilakukan nelayan
karena tidak adanya industri pengolahan
yang akan menampung dan mengolah ikan
tongkol dan ikan cakalang. Ikan langsung
dikirim ke berbagai daerah karena fasilitas
yang dimiliki pelabuhan belum memadai
seperti cold storage yang seharusnya dapat
menyimpan ikan hasil tangkapan tidak
berfungsi.

Aspek Ekonomi
Berdasarkan data lapangan bulan

Oktober 2017, harga ikan tongkol berkisar
antara Rp18.000/kg - Rp20.000/kg dengan

...................................................... (SYUKHRIANI etal) 3



harga rata-rata Rp19.000/kg. Sedangkan
harga ikan cakalang berkisar antara
Rp 22.000/kg - Rp 33.000/kg dengan
harga rata-rata Rp 26.000/kg. Gambar
1 menunjukkan alur distribusi ikan dan
perputaran uang di PPP Pulau Baai. Nelayan
menyerahkan ikan hasil tangkapannya
kepada pengumpul, nelayan belum bisa
langsung mendapatkan uangnya. Uang akan
diserahkan setelah ikan laku terjual. ikan
hasil tangkapan ditimbang dan dicatat oleh
pengumpul yang disaksikan oleh nelayan
dan ABK untuk mengetahui berapa banyak
uang hasil tangkapan nelayan tersebut.
Ikan diserahkan kepada pengumpul,
ikan kemudian dijual ke luar kota dengan
menggunakan mobil pick up. Nelayan bisa
mendapatkan uang berdasarkan catatan
ikan hasil tangkapan yang ada pada
pengumpul setelah pengumpul/pemilik
modal berhasil menjual seluruh ikan hasil
tangkapan.

Aspek kelembagaan

Ada dua lembaga yang memiliki
peranan penting pada perikanan di Kota
Bengkulu. Kedua lembaga tersebut adalah
DKP Kota Bengkulu dan Pelabuhan Pulau
Baai Kota Bengkulu. DKP Kota Bengkulu

memiliki peranan penting dalam pemberian
bantuan kapal, asuransi nelayan, pelaporan
sumberdaya ikan dan juga fasilitator dalam
pendaftaran kapal nelayan. Pelabuhan
Pulau Baai sendiri memiliki peranan sebagai
fishing base nelayan, pengawas dan juga
pasar. Pihak pelabuhan menjadi pengawas
surat-surat nelayan yang harus dipenuhi
dalam proses perizinan sebelum nelayan
berangkat melaut.

Kegiatan untuk melengkapi dokumen
sebelum melaut membutuhkan proses yang
panjang (Gambar 2). Pertama pemilik kapal
meminta nahkoda untuk mengumpulkan
dokumen. Nahkoda melapor ke satker
pelabuhan untuk meminta surat rujukan
ke berbagai instansi yang mengeluarkan
dokumen tertentu. Dokumen pas kecil/pas
besar dan sertifikat kelaikan dikeluarkan
oleh Dinas Perhubungan Laut, dokumen
SIUP dan SIPI dikeluarkan oleh Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Bengkulu
(PERMEN-KP No 30, 2013). Setelah semua
dokumen lengkap, nahkoda menyerahkan
dokumen tersebut kepada syahbandar.
Syahbandar mengeluarkan SPB (Surat
Persetujuan Berlayar) kepada nelayan yang
memiliki dokumen lengkap. SPB inilah yang
dibawa nelayan melaut.

ikkan
Kapal dianglkunt Pengumpul/ Bagi hasil | nelayan
ﬂ'lEﬂdE.fE.t ﬁ PE . o
Pembayaran
Konsumen

Pengumpul
dalam kota

Pengumpul

luar kota

Konsumen

Konsumen

Gambar 1. Alur distribusi ikan dan perputaran uang di PPP Pulau Baai Kota Bengkulu
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pengumpulan Satlker Pelabuhan
Pemilik Kapal berkas cleh Pulau Baai
—> Nahkoda |  Kota Bengkulu
A
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Dinas Perhubungan Pembayaran biaya Syahbandar
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Laut dan ahli ukur
melakukan
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pembuatan surat
-
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Tahunan -
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Gambar 2. Alur proses perizinan yang dilakukan nelayan di Kota Bengkulu

Analisis Intervensi

Analisis intervensi dilakukan untuk
mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat
pada perikanan tongkol dan cakalang di
Kota Bengkulu serta bagaimana peran
mereka di lapangan. Pihak yang menjadi
client disini adalah peneliti. Problem
solver adalah peneliti, pemerintah daerah,
pengelola pelabuhan perikanan, nelayan dan
pengumpul. Problem owner adalah nelayan,
pengumpul, pengelola pelabuhan dan
pemerintah daerah. Pemerintah memiliki
peran mengawasi, mengatur, fasilitator dan
merealisasikan program dari pemerintah

pusat. Pengelola pelabuhan perikanan
memiliki peran mendata, menertibkan,
mengawasi dan penyedia fasilitas bagi

pelaku usaha. Nelayan memiliki peran
sebagai penyedia ikan tongkol dan cakalang,
pengumpul berperan sebagai penyedia
kebutuhan ikan tongkol dan cakalang bagi
konsumen, pemberi modal bagi nelayan
untuk melaut, menambah pemasukan bagi
daerah.

Model Konseptual Pengembangan Perikanan ...........................

Tahap 1 dan 2 dilakukan pemahaman
kondisi eksisting dari perikanan tongkol dan
cakalang di Kota Bengkulu serta analisis
intervensi, selanjutnya dapat diidentifikasi
beberapa permasalahan pada perikanan
tongkol dan cakalang di Kota Bengkulu.
Adapun permasalahan yang teridentifikasi
yaitu:

1. Permasalahan pertama terletak pada
keterbatasan fasilitias yang dimiliki PPP
Pulau Baai menjadi penghambat bagi
nelayan, seperti tidak berfungsinya cold
storage karena rusak dan dangkalnya
kolam pelabuhan di dekat dermaga
menjadikan nelayan purse seine tidak
dapat merapatkan kapalnya.

2. Permasalahan yang kedua adalah
pemberian bantuan yang tidak tepat
sasaran. Nelayan pemilik kapal besar
selalu mendapatkan bantuan kapal
setiap tahun sedangkan nelayan yang
masih mengandalkan modal dari
pengumpul tidak mendapatkan bantuan
dikarenakan ketidak mampuan dalam
mengajukan proposal bantuan ke pihak
DKP.
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3. Permasalahanyangketigaadalah kurang

responsifnya syahbandar terhadap
nelayan khususnya dalam mengawasi
batas kadaluarsa surat izin nelayan.
Salah satu alasan yang menyebabkan
berkurangnya jumlah kapal nelayan
yang melaut adalah matinya surat
izin. Selain itu syahbandar juga lalai
dalam mengawasi keadaan kapal
dan mesin nelayan sebelum melaut
dalam memenuhi tugasnya melakukan
pengawasan dan penegakan hukum
di bidang keselamatan dan keamanan
pelayaran (KEMENHUB 2015).

Permasalahan yang keempat adalah
mengaktifkan  industri  pengolahan

ikan tongkol dan cakalang. Hanya
ada industri skala rumah tangga yang
memanfaatkan ikan-ikan kecil untuk
dijadikan olahan ikan asin di Kota
Bengkulu. Sementara industri skala
menengah ke atas yang memanfaatkan
ikan pelagis besar belum ada. Jika ada
insutri pengolahan skala meengah,
tentu nelayan memiliki penghasilan
harian yang pasti dan juga dapat
menambah pemasukan bagi daerah
setempat serta dapat menyerap tenaga
kerja yang dapat menurunkan angka
penganguran. Untuk lebih ringkasnya,
permasalahan-permasalahan tersebut
dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Permasalahan perikanan tongkol dan cakalang di Kota Bengkulu

No Aspek Kajian Permasalahan
1. Aspek Fasilitas Fasilitas PPP Pulau Baai belum memadai
2 Aspek Kelembagaan - Pemberian bantuan dari DKP yang belum tepat sasaran
- Kurang responsifnya pengawasan syahbandar terhadap
nelayan
3. Aspek Ekonomi Tidak adanya industri pengolahan ikan tongkol dan ikan
cakalang
Root Definition (RDs) benar-benar membutuhkan dengan
proses seleksi yang menyeluruh agar
Tahap 3 SSM, pembuatan RDs bantuan yang diberikan tepat sasaran.

dilakukan dengan merumuskan aktivitas
apa yang akan dilakukan, metode atau
alat apa yang digunakan serta tujuan dari
permasalahan yang terdapat pada Tabel 1.
Langkah untuk mengatasi permasalahan
tersebut, RDs yang ditetapkan yaitu sebagai
berikut:

1.

Root definition 1: PERDA menambah
fasilitas pelabuhan perikanan dengan
mengajukan anggaran kepada
pemerintah pusat untuk mendukung
kegiatan pada perikanan tongkol dan
cakalang di Kota Bengkulu.

Root definition 2: Pemerintah menjamin
nelayan yang mendapatkan bantuan
kapal/alat tangkap adalah nelayan yang

Root definition 3: Syahbandar menjamin
keaktifan surat-surat izin nelayan
dan kondisi kapal nelayan dengan
meningkatkan pengawasan agar trip
penangkapan dapat meningkat.

Root definition 4: Pemerintah menjamin
adanya investor atau pengusaha
perikanan di Kota Bengkulu melalui
pembenahan sistem perikanan yang
ada dan membuat kesepakatan dengan
para investor untuk mengaktifkan
pelelangan dan menghidupkan industri
pengolahan tongkol dan cakalang di
Kota Bengkulu. Root definition (RDs)
dianalisis melalui CATWOE dan 3E
yang terdapat pada Tabel 2.

Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan Vol. 9 No. 1 Mei 2018. 1-11



ISSN 2087-4871

yeioep ueyedepuad ueyesdur
-uad eAuredeoro} ‘nnsj3uag
)0} Tp Sueres[ed uep [033uo0}
ues1 ueyejoduad Lsnpur
eAuepe ueduop uekeou
ueersjyelosoy] eAuredeora],

pef1sy

unjSunw 3uek Yyeresew uep
eAelq uesfewIrurIoW Ue3duap
nns3uag ejo0y] Ip ueye[od
-uad 1snpur uejnyesusd

nmsj3uag ©joy]
1p 3ueresfed uep [03{3u0) uesl
ueyeroduad isnpur eAuepy

JO}SOAUT UBSLIB}I}S3]

(1suraoid 431Q) YeIuLIowag

10)S9AUT
ered ueduop uejyexedosas]
yenquiows ‘1ojsaaul ered

13eq ISeISIUIIPE UIA)SIS
yepnurrodwaw (10)S2AUT UBY]
-mdwn3usw /Suepundusy

nmns3uag ejoy] 1p 3uereseo
uep jo33uo] ues1 ueyeoduad
msnpur uejnseduad
mdwn3uad

‘uefelau ‘(1surroid

D) yeiunowod ‘ueuesirrod
ueyngerad e[ofe3uad
‘euesrred ueyngerad e[o]
-o3uad ‘ndwn3uad ‘ueleroN

Jne] Uees[e[ad9y jeqnye
uerdniay uep uizt jeins uedueluedrod njun
uelerou uesjrenyayIp 3uek edeiq 1duernduaiy

ney Ueese[a093]
JISTTeWIUTWAW Uep Jepuequeis eloury] uey
-yesjduruow jedep unni 3uek uesemeduad

Jnel uees[e[a0ay] yerwnl uep uizr
Jeins eAunsfe[Ioq Jepn euases jnepw jedep
stepn 3ueh uekejou yerwnl eAUUNINUaN

JepuequeAs elIoun] nejuewow
wrerep 1suraold J43d rep uedunsing

ISuIAoId J3J Uep Jepuequeis

nePw ueAe[ou wnjagas redey uep

redesy ursow elroury eAudunuod ueweEyEWSJ
uefeou uIzl

jyeans-yeins uejnsesy edelfuow eAudunuag

uekelou redes] ueepeay]
uep ulzl Jeins-jetns uejnsedy edelfusw
werep repuequeAs elioury uejes3urusd

Isuraoid 3 ‘repuequeds ‘ueleloN

uele[oN

uest 1ssnpoad uejyesiduruad eAuredeora],

ues|renyoIp
SueA euep ueeungduad eAurewndo

eAuunye; denes epaqiaq desdue) jere
/Tedes] uenjueq uespyedepuswr 3uek ueke|
-ou ‘uesiyminquiowt 3uek uele[au 13eq
dest3ue) yere/redes] uenjueq eAueIpasio],

uenjueq ueewtrouad jerefs-jereds
Iynuawaw urefep noedial Yigoy yynjun
uele[ou UeIEpPEsSd {Jes[op JeqerasiIoq
yisew 3uek uede[ou ues3URUIWAW

Sepn snun ejo3] 43d ejod3ue uerepesoy

Bl03 IMd

ejerow 3uek uelelou joduwofoy]
Jenquiow neje uexjnedusw ueuestad
ynnAuad ‘ueduede[ Ip ueAe[oU UBBPEIY]
ISENTEAD UBP TOAINS UENe[owW €10y IMA

uesyninquow 3uek uelefou epedas] ©103]
431 yoro uenjueq uerroquad uejedolay]

ueuesrod ynmAuad ‘€103 I3 ‘UeleoN

ueAe[oN

yequeltaq uekejou uejedepuad

ueynyngoy] ueduop
rensos 3uek sejise] ueunsuequiod

nmns3uag oy

1p 3ueresyed uep [o33uo0) ueuesrad
eped uejerdoy unsynpuawt

Suek sejqise] eAuundueqia],

uesL1aqIp 3ueA euep ueredduy

(rsurr0id d31Q) Yerurowad

eAusejrsedey]
uesyes3unIp/yequelp uese
3ueA sejIse;] Telep uenjuausdd

Suerexed uep

1033uo3 ueuexnad eped uejerday
Sunynpuaw Jynjun vesynINgrp
3ueA sejise] ueyequieudd

(surao1g 431Q) YeIuLIowed ‘Bieuad
‘ueuesirod ueyngerad eo[aduad
1suraold 43 ‘ueuesiuad ueyngerod
eroreduad ‘ndwmn3duad ‘ueleroN

ssouaoaffq

Aouaroyfig

Aovorff5g

uawiuoLauy

sioumQO

aprmpliom

1SDUWLIOJSUDL],

SU0IOY

S4awoisny

 ueyeresewrsag

€ ueye[eseurIdg

T ueye[eseuriaog

1 ueyeesewrIag

HE UBp HOMLVD "¢ 1°9BL

7

(SYUKHRIANI et al.)

Model Konseptual Pengembangan Perikanan ....................c.c.ccccccovoeoinioiiioiineoiiiecieeeseene



Model Konseptual

Model konseptual disusun
berdasarkan RDs yang sudah ditetapkan.
Model konseptual 1 seperti yang terlihat
pada Gambar 3 merupakan langkah
penyelesaian masalah dari RDs 1.
Permasalahan pertama dapat diselesaikan
dengan model konseptual yang terdapat
pada Gambar 3 yaitu dengan meningkatkan
fasilitas pelabuhan yang membutuhkan
koordinasi dari berbagai stakeholder seperti
pihak pengelola pelabuhan, peneliti, PERDA
(DKP Provinsi) nelayan dan pengumpul
untuk mewujudkannya.

Tahap pertama yang dilakukan pada
model ini adalah melakukan pendataan

fasilitas pelabuhan yang rusak dan ingin
diajukan untuk dana perbaikan yang
terlihat pada Gambar 3. Selanjutnya
dilakukan diskusi dengan melibatkan
nelayan, pengumpul dan DKP mengenai
fasilitas prioritas yang akan diperbaiki.
Tahap selanjutnya yaitu melakukan
penetapan usulan yang disetujui semua
stakeholder dan disetujui oleh Gubernur
setelah disepakati fasilitas mana yang
menjadi prioritas. Tahap ke empat
Gubernur mengajukan anggaran dana
kepada pemerintah pusat. Setelah dana
diberikan, dilakukan sosialisasi kepada
nelayan dan pengumpul tentang rencana
pembangunan fasilitas agar nelayan dapat
mengantisipasinya.
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Gambar 3. Model konseptual untuk meningkatkan fasilitas pelabuhan

Model konseptual 2 seperti yang
terlihat pada Gambar 4 merupakan
penyelesaian masalah dari RDs 2.
Permasalahan kedua dapat diselesaikan
dengan model konseptual yang terdapat
pada Gambar 4 yaitu dengan melakukan
pendampingan terhadap nelayan oleh pihak
DKP dalam pembuatan proposal bantuan
serta melakukan survei langsung terhadap
calon penerima bantuan dan tidak menilai
hanya dari proposal yang diajukan. Langkah
pertama yang dilakukan pada model ini
adalah mendata kelompok nelayan mana
yang aktif dan tidak aktif secara menyeluruh.
Langkah ke-2 dilakukan pengaktifan
kelompok nelayan yang tidak aktif. Langkah
ke-3 dilakukan sosialisasi Per-DJPT No.
3 Tahun 2017 tentang syarat yang harus
dipenuhi nelayan wuntuk mendapatkan
bantuan kapal maupun alat tangkap.
Dilakukan pendampingan terhadap nelayan

dalam membuat proposal bantuan. Proposal
yang dibuat ditampung seluruhnya tanpa
terkecuali. Langkah selanjutnya, dilakukan
survei dan verifikasi data tentang nelayan
yang mengajukan proposal. Proposal yang
telah diseleksi oleh DKP Kota divalidasi lagi
oleh DKP. Penyerahan bantuan diberikan
langsung kepada nelayan yang telah terpilih
dalam seleksi.

Model konseptual 3 seperti yang
terlihat pada Gambar S5 merupakan
penyelesaian masalah dari RDs 3.
Permasalahan ketiga dapat diselesaikan
dengan pemberian peringatan masa
berlaku surat izin selambat-lambatnya 3
bulan sebelum masa berlaku habis dan
peningkatan  pengawasan = syahbandar
di pelabuhan. Langkah pertama yang
dilakukan untuk menyelesaikan masalah
pada RDs 3 adalah melakukan pendataan
nelayan mana yang surat-surat izinnya
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masih aktif dan tidak aktif oleh syahbandar.
Langkah ke- 2, syahbandar membuat daftar
masa berlaku surat-surat izin nelayan untuk
mempermudah nelayan maupun syahbandar
mengetahui kapan harus mengurus
perpanjangan surat-surat izin tersebut.
Syahbandar juga harus memberi peringatan
3 bulan sebelum surat izin nelayan mati
agar nelayan dapat memperpanjang surat
tersebut. Langkah ke-4, stakeholder yang
lain seperti pengelola pelabuhan, nelayan
dan pihak DKP melakukan pengawasan
terhadap kinerja syahbandar. Syahbandar
juga harus melakukan pengecekkan kapal
nelayan sebelum nelayan pergi melaut.
Model konseptual 4 seperti yang
terlihat pada Gambar 6 merupakan
penyelesaian dari RDs 4.

masalah

ISSN 2087-4871

Penyelesaian masalah pada RDs 4 dapat
dilakukan dengan menarik minat investor
agar bersedia menanamkan modal pada
industri pengolahan ikan tongkol dan
cakalang. Langkah pertama yang dilakukan
adalah melakukan pembenahan data
statistik agar dapat meyakinkan investor,
kemudian dilakukan pembenahan sarana
dan prasarana seperti ketersediaan lahan,
listrik, air bersih dan tenaga kerja. Langkah
selanjutnya yaitu melakukan pertemuan
dengan para investor yang melibatkan
seluruh stakeholder perikanan tongkol dan
cakalang. Selanjutnya dibuat MoU dan surat
jaminan keamanan bagi investor. Langkah
terakhir adalah pengawasan terhadap
pembangunan industri pengolahan.
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Gambar 4. Model konseptual untuk pemberian bantuan alat tangkap yang tepat

sasaran kepada nelayan
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Gambar 5. Model konseptual untuk permasalahan kurang responsifnya pengawasan

syahbandar kepadaa nelayan tentang batas waktu surat izin dan keadaan
kapal nelayan
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Gambar 6. Model konseptual untuk permasalahan menghidupkan industri perikanan
tongkol dan cakalang di Kota Bengkulu
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KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Model konseptual
dengan mengatasi permasalahan pada
perikanan tongkol dan cakalang yang
di daratkan di Kota Bengkulu dengan
root definition dan CATWOE sebagai
alat bantu dalam memahami peran,
wewenang, intervensi dari stakeholder yang
ditransformasikan menjadi dasar model
konseptual. Model konseptual yang dapat
digunakan oleh pemerintah Kota Bengkulu
untuk mengembangkan perikanan tongkol
dan cakalang yang di daratkan di Kota
Bengkulu yaitu model konseptual untuk
meningkatkan fasilitas pelabuhan, model
konseptual untuk pemberian bantuan alat
tangkap yang tepat sasaran kepada nelayan,
model konseptual untuk meningkatkan
kinerja Syahbandar, menghidupkan industri
pengolahan tongkol dan cakalang.

dapat dibuat

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah
dengan melakukan penelitian lanjutan
tentang realisasi dari model konseptual
yang telah dibuat.
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